












Parameter
Pedoman
WHO 2021

(24 jam)

Baku Mutu
Nasional

(PP 22/2021)

Hasil
Pemantauan

WALHI*
Status

PM2.5
15 µg/m³
(iris.who.int)

55 µg/m³
(lab.id)

Rata-rata
26,78 µg/m³
(puncak
> 100 µg/m³)

Melampaui
WHO &
Nasional

PM10
45 µg/m³
(iris.who.int)

75 µg/m³
(lab.id)

Puncak
> 150 µg/m³

Melampaui
WHO &
Nasional













Poin Ringkasan dan Dasar Hukum Implikasi jika Dilanggar

Hak Substantif

Hak atas lingkungan hidup yang
baik & sehat
(UUD 1945 Pasal 28H (1);
UU 32/2009 Pasal 65 (1))

Potensi ganti rugi/ class-
action, perintah
pemulihan lingkungan.

Hak Prosedural

Hak informasi, partisipasi &
keadilan
(UU 32/2009 Pasal 65 (2) & 70 (1);
UU 14/2008 KIP)

AMDAL tertutup sama
dengan cacat
administrasi, maka izin
dapat dibatalkan.

Akibat Hukum

Pelanggaran hak substantif
sama dengan delik pidana
lingkungan
(UU 32/2009 Pasal 98-104);
pelanggaran prosedural sama
dengan objek sengketa TUN &

d t

Asas Partisipatif

“Meaningful
participation” Pasal 26 (2) UU
PPLH warga terkena dampak
diberi informasi & waktu cukup
sebelum izin.

Izin tanpa konsultasi
sama dengan batal demi
hukum.

Tanggung Jawab
Negara

Negara wajib melindungi,
memenuhi & menegakkan hak
lingkungan (Pasal 65
jo. Pasal 69).

Pemerintah dapat
digugat karena
act omission.

Asas Kehati-
hatian

Keputusan berisiko besar harus
didahului studi risiko &
teknologi teraman (Prinsip Rio
1992; tersirat
Pasal 2 UU 32/2009)

Beban pembuktian risiko
pada pelaku/usaha.

Pencemar
Membayar Pasal 69 (1) (a) UU 32/2009

Operator wajib biaya
penanggulangan &
kompensasi korban.



Aspek
Regulasi Ketentuan Hukum

Masalah di
Lapangan Implikasi

Larangan
Pencemaran
Udara

UU No. 32/2009 Pasal
41: Larangan
melakukan kegiatan
yang menyebabkan
pencemaran udara

Konsentrasi PM2.5
dan PM10
melebihi baku
mutu secara
konsisten

Dugaan
pelanggaran
hukum lingkungan
yang belum
ditindaklanjuti
secara hukum



Aspek
Regulasi Ketentuan Hukum

Masalah di
Lapangan Implikasi

Partisipasi
Publik

Pasal 22 UU PPLH:
Dokumen AMDAL
disusun oleh
pemrakarsa dengan
melibatkan
masyarakat, yang
pelibatannya harus
dilakukan secara
transparan dan
lengkap serta
diberitahukan sebelum
kegiatan dilaksanakan.
Masyarakat yang
dilibatkan meliputi
mereka yang terkena
dampak, pemerhati
lingkungan hidup,
dan/atau yang
terpengaruh oleh
keputusan dalam
proses AMDAL, dan
berhak mengajukan
keberatan terhadap
dokumen tersebut.

Tidak ada
keterbukaan
informasi dan
konsultasi publik
yang transparan
dalam proyek
PLTSa

Masyarakat
kehilangan
kesempatan
menyampaikan
keberatan atas
dampak
lingkungan

Transparansi
Emisi

PP No. 22/2021:
Kewajiban
pengelolaan,
pemantauan, dan
pelaporan emisi

Tidak tersedia
data emisi atau
hasil audit
lingkungan secara
terbuka

Masyarakat tidak
bisa mengevaluasi
dampak proyek
secara
independen

Partisipasi
Publik

Pasal 65 UU PPLH:
Keterlibatan
masyarakat dalam
proses AMDAL

Tidak ada
konsultasi publik
yang transparan
dalam proyek
PLTSa

Masyarakat
kehilangan
kesempatan
menyampaikan
keberatan atas
dampak
lingkungan

Hak atas
Informasi

Pasal 65 ayat (2) UU
PPLH: Hak atas
informasi, partisipasi,
dan keadilan dalam
pengelolaan
lingkungan hidup

Dokumen AMDAL
ditolak untuk
diakses publik
dengan alasan hak
cipta

Melanggar prinsip
keterbukaan
informasi publik;
menghambat hak
masyarakat
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